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Abstract

Indonesia became n member of the World Trade Organization (WTQO) in 1994 without prior research
on the benefits and adverse impacts, and the rights and obligntions involved in taking such a mnjor
policy measure. The government also did not prepare human resources and other capacities needed to
take advantage of being n WTO member. Consequently, Indonesin is trying hard to comply with
WTO rules but does not have the capacity to tap the opportunities provided by trade liberalization.
This article aims lo explain the challenges and problems faced by Indonesia related to the WTO issue,
especially about the problem of Indonesia’s position in the WI'O. Remembering it is only recently
that Indonesia began to actively strife for a better bargaining position at the WTO negotintion, the
article also recominends seven steps to improve the situation, including statements that vequest the
new government to take immediate practical steps invelving briefing abont WIO to the new
mtinisters, study on the impacts of WTQ, establish a strong WTO negotiating team, perhaps in the
office of the president, and to halt all liberalization policies until national trade and industrial master
plans and positions are established.

"'Jika perang-perang di abad ini banyak dipicu oleh persengketaan minyak, perang di masa depan

akan dipicu oleh air.”’
(Ismail Serageldine, Wakil Presiden Direktur Bank Dunia, 1995)!

Pada 2005, Organisasi Perdagangan Dunia  lateral dalam menegakkan perdagangan
(World Trade Organization-WTO), akan  yang lebih bebas di tingkat intermasional
menggelar Konferensi Tingkat Menteri  akan pupus. Kedug, pada putaran perun-
(KTM) VI. Seperti biasa, akan ada perta-  dingan ini, negara-negara berkembang su-
rungan kepentingan dagang, baik antara dah mulai menguasai substansi, berani
berbagai negara secara individu maupun  mengambil posisi, dan berani melakukan
antara negara maju dan berkembang. Per- koalisi, walaupun belum sekuat negara-
debatan substansi dan perundingan sudah  negara maju. Ketigr, sejak Seattle, KTM
dimulai sejak sekarang, bahkan sebenarnya ~ WTO menjadi perhatian besar kelompok
sejak pasca KTM V di Cancun, Meksiko, organisasi non-pemerintah (Omop) dan
yang gagal mencapai kesepakatan. Perun- gerakan masyarakat sipil umumnya.
dingan WTO pada 2005 merupakan hal

yang signifikan karena tiga hal. Perfmna,  Di Indonesia ada satu hal lagi yang sig-
perundingan dibayang-bayangi kegagalan  nifikan, yaitu pemerintahan baru di mana
KTM IIT di Seattle pada 1999 dan KTM Vdi  presiden dipilih secara langsung. Pertanya-
Cancun pada 2003. Apabila KTM VI gagal, = annya kemudian apakah akan ada strategi
maka kepercayaan terhadap proses mulki- dan kebijakan perdagangan yang kompre-
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hensif, jelas, dan berbasis kepentingan na-
sional sebagai landasan untuk melakukan
perundingan menjelang. pada saat, dan se-
telah KTM V1.

INDONESIA DAN WTO

Indonesia resmi menjadi anggota WTO saat
DPR RI meratifikasi UU No. 7/1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The
World Trade Organization (Persetujuan Pem-
bentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Dengan demikian Indeonesia harus merevisi
semua  kebijakan perdagangannya atau
membuat kebijakan baru guna mematuhi
peraturan-peraturan di WTQO.2 Secara ring-
kas ada dua tingkatan langkah yang harus
diambil. Pertama adalah penurunan tarif
impor dan kedua adalah merumuskan
peraturan atau undang-undang baru.

Sebagai contoh, sebelum dapat menjadi
anggota WTO, Indonesia harus mengikat-
kan penurunan tarif impor beserta jadwal-
nya. Melalui Paket Deregulasi Juni 1994,
Indonesia telah mengikatkan semua jalur
tarif impor sebesar 40 persen dan hampir
dari seperempat barang impor dibebaskan
dari bea masuk. Demikian juga hambatan
non-tarif akan dihilangkan dalam waktu
sepuluh tahun. Berdasarkan Paket Dere-
gulasi Juni 1994, Indonesia menghilangkan
27 hambatan non-tarif barang penting, se-
belas di antaranya merupakan barang ma-
nufaktur. Di sektor pertanian, Indonesia
mengikatkan pengurangan tarif sekurang-
kurangnya 10 persen per lajur barang (33
persen keseluruhan} untuk dilaksanakan
selama sepuluh tahun. Dalam bidang jasa,
Indonesia memberikan komitmen libe-
ralisasi di lima sektor, yaitu telekomuni-
kasi, jasa industri, pariwisata, jasa keuang-
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an dan perbankan, serta transportasi mari-
tim (Kertas Posisi Omop, 2003).

Di bidang perundang-undangan telah di-
adakan revisi ataupun perumusan undang-
undang baru. Yang paling menonjol adalah
di bidang Hak Kekayaan Intelektual
(HaKI). Tiga undang-undang baru di bi-
dang HaKI adalah: UU No. 31/2000 tentang
Desain Industri, UU No. 32/2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU
No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman. Tiga UU direvisi yaitu UU No.
15/2000 tentang Merek, UU No. 14/2000
tentang Paten, dan UU No. 19/2002 tentang
Hak Cipta. Selain itu, terdapat beberapa
undang-undang lain menyangkut libe-
ralisasi yang nafasnya sesuai WTQ tetapi
disahkan lebih sebagai persyaratan pinjam-
an dari IMF dan Bank Dunia, misalnya UU
di bidang ketenagalisirikan dan UU sum-
ber daya air. Kedua peraturan ini mengan-
dung unsur privatisasi dalam jasa pelayan-
an publik yang dicakup dalam GATS (Ge-
neral Agreement on Trade in Services) yaitu
kesepakatan di bidang perdagangan jasa.

Dua peraturan penting lainnya adalah
Peraturan Pemerintah No. 34/1936 tentang
Penanggulangan Praktik Dusmping dan Sub-
sidi serta Keputusan Presiden No. 84/2003
tentang Pengaturan Tindakan Pengamanan
(safeguard). Keduanya amat penting sebagai
katup pengaman menghadapi kondisi eko-
nomi sulit serta praktik perdagangan yang
tidak adil. Berkaitan dengan itu, pemerin-
tah juga telah membentuk Komite Anti-
Dumping Indonesia (KADI) dan Komite
Pengamanan  Perdagangan Indonesia
(KPPI). Tetapi pemerintah nampaknya ti-
dak cukup cepat mengantisipasi perun-
dingan di WTQO, seperti tercermin dari fak-
ta bahwa Tim Nasional untuk Perundingan
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di WTO baru dibentuk pada 1999, melalui
Keputusan FPresiden dan diperbaharui pada
2001 serta 2002.* Tim ini terdiri dari 26 ang-
gota dari berbagai instansi pemerintah, di-
ketuai oleh Menteri Perindustrian dan Per-
dagangan (Menperindag) dengan lima
orang penasihat yang terdiri dari para pa-
kar. Tetapi tim ini tidak bertugas melaksa-
nakan kesepakatan WTO, melainkan terse-
bar di beberapa departemen. Misalnya,
kesepakatan mengenai HaKI ditangani oleh
Departemen Kehakiman dan HAM, kese-
pakatan mengenai pertanian ditangani oleh
Departemen Pertanian, dst. Paling tidak
ada tujuh instansi pemerintah yang mena-
ngani WTO yaitu Departemen Luar Negeri
(Deplu), Departemen Pertanian {Deptan),
Departemen Perindustrian dan Perdagang-
an (Deperindag), Departemen Keuangan
(Depkeu), Kantor Menteri Koordinator Per-
ekonomian, Kementrian Lingkungan Hi-
dup (KLH), dan Badan Koordinasi Pena-
naman Modal (BKPM). Tetapi tidak ada
lembaga yang melakukan kajian tentang
manfaat dan masalah dalam implementasi
WTO, merumuskan rekomendasi posisi na-
sional, ataupun melakukan pendidikan
publik tentang WTO. Situasi ini sedikit
menjadi lebih baik ketika Deplu mempra-
karsai pembentukan Forum WTO pada
2003. Anggota Forum ini terdini dari indivi-
du yang berasal dari kalangan pemerintah-
an, akademisi, dunia usaha, dan ornop.*
Forum ini mengadakan diskusi melalui
internet, seminar dan lokakarya, serta
berupaya memberikan rekomendasi bagi
penyusunan posisi
WTO.

nasional mengenai

Terlepas dari hal-hal di atas, Indonesia
sebenarnya menghadapi banyak tantangan
dan masalah berkaitan dengan keanggota-
an Indonesia dalam WTO, seperti yang
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akan diuraikan pada bagian berikut ini.

MASATLAH DAN TANTANGAN

Secara teoretis, liberalisasi perdagangan an-
tarmegara dapat memacu pertumbuhan
perekonomian negara, sehingga diharap-
kan meningkatkan kesejahteraan masyara-
kat. Hal ini yang sering didengungkan
sebagai misi utama dari WTO. Namun,
studi United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) menunjukkan
bahwa berdasarkan bukh empiris, libe-
ralisasi perdagangan tidak secara otomatis
meningkatkan perumbuhan ekonomi sua-
tu negara, apalagi menjembatani kesen-
jangan ekonomi antara negara maju dan
negara berkembang seperd Indonesia.
Dengan demikian, tantangan utama adalah
menggunakan peluang yang ditawarkan
oleh liberalisasi perdagangan dengan mem-
perkuat daya saing, kapasitas produksi, in-
frastruktur, serta stabilitas ekonomi makro
(Miljani, 2004). Untuk itu, pelaku usaha,
pemerintah, maupun masyarakat umum
perlu memahami peraturan internasional
di bidang perdagangan yang tercakup di
dalam WTO.

Ada beberapa masalah mendasar yang di-
miliki Indonesia dalam menghadapi tan-
tangan di atas. Pertama, pemerintah Indo-
nesia meratifikasi WIO tanpa melakukan
kajian mendasar tentang manfaat dan risi-
ko, tentang hak dan kewajiban, serta tanpa
mempersiapkan sumber daya manusia dan
kapasitas lain di dalam negeri. Misainya,
Goldin, dkk. (1993 dalam Arief dan Bey,
2000) memproyeksikan Indonesia akan
mengalami kerugian hingga US$ 1,9 miliar
pada 2002 setelah menurunkan tarif dan
subsidi sebesar 30 persen sebagai konse-
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kuensi melaksanakan perjanjian WTO. Te-
tapi tidak ada kajian yang menganalisis
apakah proyeksi tersebut benar dan, jika
benar, bagaimana mengatasinya. Kedun,
pemerintah dan dunia usaha kurang me-
mahami hak dan kewajiban dalam WTO,
sehingga perhatian Indonesia lebih dite-
kankan pada melaksanakan kewajiban
yang dituntut WTQO, sementara masih ku-
rang mampu memanfaatkan peluang yang
ada (Miljani, 2004). Contoh tentang hal ter-
sebut terlihat dalam kasus impor paha
ayam yang diuraikan di Kotak 1.

Secara ringkas berikut ini masalah yang di-
hadapi Indonesia berkaitan dengan WTO:
a. Tidak ada kebijakan dan koordinasi na-
sional yang komprehensif
Indonesia belum memiliki suatu poli-
tik perdagangan internasional yang
strategis dan komprehensif. Hal ini
menyebabkan Indonesia sulit menen-
tukan secara tepat posisi yang hen-
dak dimainkan dalam perundingan-
perundingan multilateral. Lebih jauh
lagi, Indonesia juga tidak mempu-
nyai thaster plan nasional dalam ber-
bagai bidang perdagangan, misalnya
di bidang industr, perdagangan jasa,
maupun perdagangan komoditi per-
tantan. Tim Nasional juga masih me-
miliki banyak kekurangan, di antara-
nya koordinasi antarinstansi dalam
Tim Nasional yang belum lancar dan
sumber daya manusia yang masih
terbatas. Akibatnya, produk yang di-
hasilkan Tim Nasional WTO masih
bersifat defensif/reaktif dan tidak
proaktif (Catatan Seminar Forum
WTO, 2004; Jhamtani dan Setiawan,
2003}. Selanjutnya, hal ini menimbul-
kan inkonsistensi kebijakan sepert
yang terjadi dalam kasus impor paha
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ayam. Contch lain adalah pernyataan
beberapa pejabat baru-baru ini di me-
dia massa bahwa Indonesia tengah
bersiap mendorong impor beras pada
2005; padahal beras dimasukkan ke
dalam komodil special products (SP)
yang akan dikecualikan dari libe-
ralisasi pasar.®

Informasi dan kemampuan lemah

Telah disebutkan bahwa Indonesia ti-
dak melakukan kajian terlebih dahu-
lu sebelum meratifikasi WTO. Setelah
ratifikasi, belum ada perbaikan da-
lam pengumpulan data dan informa-
si yang sangat vital untuk melakukan
analisis manfaat dan risiko yang dija-
dikan landasan penentuan posisi. Da-
lam kasus impor paha ayam, misal-
nya, seharusnya pemerintah mampu
menyebutkan berapa petani ayam ke-
cil yang akan dirugikan, berapa keru-
giannya, dan apakah pemerintah me-
nolak impor paha ayam dari negara
lain. Demikian pula, dalam tawar-
menawar mengenai akses pasar bagi
produk Indonesia, pemerintah tidak
mempunyai data dasar tentang pang-
sa pasar produk tersebut di masing-
masing negara (Jhamtani dan Se-
Hawan, 2003; Miljani, 2004). Sejalan
dengan itu, pemahaman para pejabat
pemerintah juga lemah, baik di ting-
kat legislatif maupun eksekutif di
daerah dan di pusat.® Akibatnya, pa-
ra pejabat rentan terhadap tekanan
dan manipulasi dari negara lain.
Partisipasi inasyarakat lemah
Pemerintah meratifikasi WTO tanpa
melalui proses dialog publik ataupun
pendidikan masyarakat. Akibatnya,
masyarakat tidak mengetahui apa itu
WTO dan apa dampaknya bagi kehi-
dupan mereka. Peraturan-peraturan
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yang dirumuskan untuk mematuhi
peraturan WTQO juga disusun tanpa
konsultasi publik. Baru pada 1999,
beberapa Omop meminta DPR agar
pemerintah mengomunikasikan dan
mempertanggungjawabkan  posisi
Delegasi RI WTO (Jhamtani dan
Setiawan, 2003). Dalam beberapa ta-
hun terakhir, sudah mulai terjalin ko-
munikasi antara ornop dan pemerin-
tah dalam kerangka Forum WTO. Te-
tapi Deperindag, sebagai penang-
gung jawab isu WTO, tetap belum
responsif dalam hal menampung
aspirasi Omop maupun pendidikan
publik. Di sisi lain, pemahaman
masyarakat sipil juga masih lemah
sehingga menghambat partisipasi
konstruktif dalam memberikan ma-
sukan kepada pemerintah.

KOTAK 1
MASALAH IMPOR PAHA AYAM

Pada awal 2002, muncul koniroversi mengenal im-
por paha ayam dari AS di media massa. Menlan
mencoba menghentikan impor tersebut, dengan me-
nyatakan bahwa petemnak ayam domestik mungkin
akan terkena dampaknya. Sebaliknya, Menperindag,
Rini Suwandi, menulis surat kepada Mentan agar
mencabut larangan impor tersebut. Hal ini ditakukan
setelah bertemu Menler Perdagangan AS, tanpa
melibatkan Mentan. Alasannya, jika Indonesia tetap
menolak impor paha ayam, AS akan melancarkan
retaliasi dalam bentuk melarang ekspor Indonesia ke
AS. Indonesia juga harus menghadapi sanksi dari
WTO karena akan dituduh metakukan praktik dagang
yang tidak adil.

Mentan juga menggunakan isu keamanan pangan
serfa halal unluk menghambat impor paha ayam,
Tetapi Deparlemen Perdagangan AS mengumumkan
bahwa paha ayam AS diproduksi dengan cara yang
sehat tanpa hormon dan aditif dalam pakannya. Me-
ngenai isu halal, AS menawarkan kaji ulang menye-
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luruh terhadap institusi di AS yang mengeluarkan
sertifikat halal.

Patut diperhalikan bahwa paha ayam diberlakukan
hampir seperti “sampah” di AS karena orang Amerika
hanya makan dada ayam. Karena ilu harga dada
jauh lebih finggi yaitu US% 4 per kg. Harga paha
ayam hanya US$ 0,30 per kg. Dengan biaya dan
pungutan tambahan, maka harga paha ayam AS di
Indonesia akan menjadi Rp 4.000-5.000 per kg. Har-
ga ini 2kan mendistorsi pasar karena harga ayam lo-
kal adalah Rp 10.000-11.000 per kg. Di Jawa Timur,
dilaporkan bahwa sejak paha ayam impor beredar di
pasar dengan harga lebih rendah, penjualan ayam
lokal turun hingga 20 persen.

Para petemak ayam di Jawa Timur mengatakan bah-
wa pada masa lalu, ayam hanya diimpor pada waktu-
waktu terfentu misalnya menjelang har raya atau
tahun baru. Tetapi sekarang ayam impor dapat di-
jumpai hampir sepanjang tahun. Menurut asosiasi
pengusaha kecll dan menengah (FK-PKMI), impor
paha ayam akan mempunyai dampak negatif pada
peternak kecil dan karenanya mereka mengadakan
protes di Deperindag menalak impor tersebut.

Beperindag menawarkan dua jenis pemecahan. Per-
tama, memberlakukan tarif 40 persen. Tetapi FK-
PKMI menginginkan tarif [ebih linggi. Kedua,
Deperindag menawarkan akan merurnuskan slan-
dardisasi produk (halal, kesehatan, dsb.). Tetapi,
menurut WTO, alternatif kedua ini juga harus berlaku
terhadap produsen ayam domestik dan tidak jelas
apakah produsen ayam domestik mempunyai ke-
mampuan melaksanakan standardisasi tersebut,

Kasus ini jelas menunjukkan tidak adanya koordinasi
antarinstansi, kerentanan para menteri terhadap te-
kanan negara maju, ketiadaan dala dan juga pe-
mahaman yang lemah tentang peraturan di dalam
WTO.

(Sumber: Kompas, 12 dan 16 April 2002; Republika,
1 Mei 2002, dikutip dari Jhamtani dan Setiawan,
2003).

Masalah di atas membuat kinerja delegasi
RI di WTO menjadi tidak optimal. Seperti
yang dikatakan oleh seorang mantan ne-
gosiator’, “posisi delegasi RI lebih didasar-
kan pada intuisi, bukan data ataupun man-

GLOBAL Vol. 7 No. 1 November 2004



Usulan Agenda WTO Pemerintal Baru

dat nasional”. Baru sekitar akhir 2002 atau
awal 2003, delegasi RI di WTO mulai ter-
lihat aktif memperjuangkan isu yang ber-
dampak pada kepentingan nasjonal dan
negara berkembang. Indonesia adalah
penggagas yang kini menjadi ketua G-33,
kelompok negara berkembang, yang mem-
perjuangkan Special Products/Special Safe-
guard Mechanism (SP/SSM)® dalam kerangka
Perundingan Kesepakatan di Bidang Perta-
nian (Agreement on Agriculture-AoA), Demi-
kian pula, Indonesia adalah anggota kelom-
pok Like Minded Group yang terdiri dari
beberapa negara berkembang di Asia, Afri-
ka, dan Amerika Selatan yang memperju-
angkan kepentingan negara-negara ber-
kembang. Selain itu, di dalam negeri Deplu
sedang mengupayakan terjemahan yang
baik® dari kesepakatan-kesepakatan WTO,
walaupun versi ringkas sudah diterbitkan.
Hal ini diperlukan sebagai alat untuk me-
mahami kesepakatan WTO agar dapat di-
gunakan untuk menimbang manfaat dan
risiko, serta menyusun strategi untuk me-
minimalkan risikonya.

Tetapi, upaya-upaya di dalam negeri masih
lemah, terutama dalam bidang pemahaman
isi perjanjian-perjanjian di dalam WTO,
pengembangan data dasar, dan koordinasi
antarinstansi. Selain itu, Hadanya posisi
nasional merupakan kesulitan utama yang
dihadapi oleh para negosiator Indonesia di
dalam perundingan WTO.

JALAN KE DEPAN

Perundingan dilakukan hampir setiap saat
di WTO dan isu yang dicakup semakin ba-
nyak. Tanpa kajian dan posisi nasional,
para negosiator Indonesia akan terus
mengalami kesulitan untuk memperjuang-
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kan kepentingan nasional dalam negosiasi.
Pilihannya adalah menjadi penonton dan
pengikut dalam kancah perundingan per-
dagangan internasional, atau berperan se-
cara aktif mempengaruhi proses dan sub-
stansi perundingan tersebut. Tentu saja pi-
lihan kedua yang harus dijalankan oleh pe-
merintahan dan legislatif baru. Untuk ity,
mereka perlu merumuskan program yang
komprehensif guna memetik manfaat sebe-
sar-besarnya dari WTO melalui langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Pembelajaran Nasional: Seluruh ja-
jaran pemerintahan (eksekutif) ter-
kait dan legislatif, baik pusat mau-
pun daerah, harus mempelajari bebe-
rapa prinsip dasar dan perjanjian
relevan di dalam WTO. Misalnya,
Deptan perlu mempelajari kesepakat-
an di bidang pertanian, mengenai
HaKI, dan Kesepakatan Sanitari dan
Fitosanitari (SPS). Jajaran pemerin-
tahan maupun anggota legislatif ti-
dak seharusnya malas atau malu be-
lajar mengenai WTO karena ini me-
rupakan kesepakatan yang amat pen-
ting bagi masa depan bangsa. Pem-
belajaran juga perlu dilakukan di
tingkat pelaku usaha dan masyarakat
sipil serta para akademisi. Saat ini,
pembelajaran terjadi secara parsial
dan Hdak holistik. Dalam pembe-
lajaran ini, yang terpenting adalah
kajian tentang dampak positif dan
negatif dari keanggotaan Indonesia
di dalam WTO.

b. Penguatan informasi dan data: Pe-
merintah beserta perguruan tnggi
dan lembaga riset harus bekerja sama
memperkuat informasi dan data da-
sar yang penting bagi pengambilan
keputusan berkaitan dengan perun-
dingan di WTO. Misalnya, perlu data
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dasar tentang produk pertanian stra-
tegis dan jumlah petani komoeditas
tertentu, data keunggulan komparatif
komoditi tertentu di beberapa nega-
ra tujuan ekspor, manfaat dan risiko
perjanjian-perjanjian di dalam WTO
dan bagaimana mengatasinya, dsb..
Dalam hal ini juga diperlukan kajian
menyeluruh  mengenal peraturan
perundangan relevan yang ada agar
tidak tumpang tindih atau bahkan
saling bertolak belakang.
Penyusunan master plam: Pemerin-
tah bersama dengan bagian masyara-
kat lain perlu menyusun waster plan
perdagangan dalam dan luar negeri
secara wmum, master plan pengem-
bangan industri dan komoditas per-
tanian, master plan perdagangan da-
lam bidang jasa, dan master plan lain
sesuai kebutuhan yang terkait de-
ngan pembangunan ekonomi dan
perdagangan. Master plan inilah yang
digunakan sebagai dasar untuk me-
nyusun posisi nasional, sehingga
mempermudah negosiator Indonesia
di WTO dalam menentukan sikap.
Membangun koordinasi dan sinkro-
nisasi kebijakan nasional dan inter-
nasional: Butir a-c adalah sarana un-
tuk membangun koordinasi kebijak-
an perdagangan di tingkat nasional
dan internasional sehingga dapat di-
jadikan sebagai dasar untuk merun-
dingkan berbagai isu penting di ting-
kat WTO. Data dan master plan terse-
but juga perlu dijadikan dasar untuk
membangun sinergi dalam kebijakan
dan program perdagangan dalam ne-
geri sendiri.

Memperkuat partisipasi masyara-
kat: Berbagai isu di dalam WTO
mempengaruhi seluruh lapisan ma-
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syarakat. Pemerintah tidak bisa lagi
bersikap eksklusif dan menentukan
posisi nasional tanpa konsultasi pub-
lik. Legitimasi masyarakat juga di-
perlukan untuk memperkuat argu-
men delegasi Indonesia ketika mela-
kukan perundingan di WTO. Posisi
Indonesia bisa menjadi kuat apabila
didukung oleh masyarakatnya®®, ka-
rena strategi yang sama dilakukan
oleh negara-negara maju.
Memperkuat keterampilan dan pe-
rangkat negosiasi: Pemerintah perlu
mereformasi kebijakan mengenai pa-
ra negosiator dan proses negosiasi.
Penempatan dan pemindahan para
pejabat terlalu sering dilakukan se-
hingga tidak ada keberlanjutan me-
mori institusional. Seorang nego-
siator yang sudah memahami isu dan
ahli dalam merundingkan isu itu bisa
saja tiba-tiba dipindahkan ke bagian
lain dalam periode tertentu. Kebi-
jakan seperti ini perlu diubah dan
harus dibuatkan struktur insentif
bagi para negosiator yang mengem-
bangkan keahlian dalam bidang-bi-
dang tertentu sehingga pekerjaannya
dapat dilanjutkan. Negosiator negara
maju biasanya menangani satu isu
selama bertahun-tahun. Dan, apabila
diganti, maka penggantinya diper-
siapkan terlebih dahulu dengan cer-
mat. Indonesia perlu mempelajari
dan menerapkan cara tersebut. Selain
itu negosiator perlu dibekali perang-
kat negosiasi yang lebih kuat dalam
hal kesepakatan nasional yang kom-
prehensif dan mantap.

Memperkuat kapasitas produksi da-
lam negeri: Pihak swasta, dengan fa-
silitasi dari pemerintah perlu me-
ningkatkan kapasitas memproduksi
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barang (termasuk komoditas perta-

nian) dan jasa agar dapat bersaing

dengan produk dari luar negeri.

Karena begitu negara menjadi anggo-

ta WTO, maka pasar harus dibuka.

Dan untuk itu kapasitas di dalam ne-

geri perlu ditingkatkan melalui (Mil-

jani, 2004):

* Peningkatkan infrastruktur per-
dagangan dan penguatan institu-
si yang berkaitan dengan perda-
gangan; dan

= Peningkatan kapasitas produsen
dalam melakukan diversifikasi
produk dan meningkatkan eks-
por, serta mengatasi instabilitas
harga komoditas dan mengelola
pelestarian sumber daya, guna
mencapai daya saing seimbang.

Langkah-langkah di atas tidak bisa ditun-
taskan dalam waktu singkat karena me-
merlukan proses konsultasi, konsolidasi,
kajian, dan perencanaan. Karena itu, perlu
langkah-langkah praktis yang dapat segera
dilakukan untuk mengatasi kemungkinan
dampak negatif tetapi juga memfasilitasi
kegiatan jangka panjang di atas. Usulan
langkah-langkah praktis tersebut adalah
sebagai berikul:

1.

Presiden menginstruksikan Deperin-
dag dan Deplu untuk mengadakan
briefing bagi para menteri dan gu-
bernur (secara terpisah) tentang
WTO. Narasumber berasal dari ka-
langan para pakar, juru runding
WTO, Omop, serta kalangan
pengusaha yang sudah mengalami
masalah dengan peraturan WTO,
atau paling tidak sudah menganti-
sipasi dampak dari WTO.

Setelah briefing, Presiden mengins-
truksikan semua departemen untuk
mengkaji dampak WTO bagi sektor

GLOBAL Vol. 7 No. 1 November 2004

Hira P. Jhamtani

masing-masing dan menggunakan
hasilnya untuk perencanaan. Depar-
temen yang harus segera melakukan
kajian adalah Deperindag, Deptan,
dan departemen yang berkaitan de-
ngan jasa seperti Departemen Perhu-
bungan (Dephub).

Pemerintah perlu mempercepat pro-
ses terjemahan kesepakatan WTO
yang sedang dilakukan oleh Deplu
agar dapat digunakan sebagai bahan
kajian dan pembelajaran di tingkat
departernen.

Pemerintah mengadakan program
pelatihan untuk meningkatkan kete-
rampilan dan keberanian negosiasi
serta merumuskan pola insentif bagi
sumber daya manusia yang sudah
memahami WTO dan mendayaguna-
kan pengetahuan mereka semaksimal
mungkin.

Membentuk Tim Nasional WTO
yang lebih berorientasi pada peker-
jaan riset dan perumusan posisi, bu-
kan sekedar tim tanpa koordinasi. Ji-
ka perlu Hm ini bersifat semi-
pemerintah sehingga tidak terjebak
dalam urusan birokrasi dan koordi-
nasi. Alternatif lain adalah memben-
tuk kantor-kantor khusus mengenai
globalisasi dan WTO, yang dipimpin
langsung oleh presiden.

Pemerintah perlu menghentikan rati-
fikasi semua kesepakatan WTO atau
membuat undang-undang liberalisasi
lebih jauh sampai kaji ulang menge-
nai dampak diselesaikan dan kemu-
dian ada strategi untuk menyiasati
manfaat dan risiko yang ditimbulkan
WTO secara khusus, serta liberalisasi
perdagangan berbagai sektor secara
urmum.
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Akhir kata, begitu Indonesia memutuskan
menjadi anggota WTO, maka liberalisasi
pasar adalah konsekuensinya. Namun se-
perti yang dikatakan oleh Miljani (2004),
tantangan yang dihadapi adalah bagai-
mana agar liberalisasi pasar tidak berdam-
pak negatif pada upaya melindungi ling-
kungan hidup serta nilai-nilai dan jati diri
kita sebagai bangsa. Hal terpenting adalah
agar pemerintah berhenti berpikir dan
bertindak seolah-olah kesepakatan di WTO
dan masalah perdagangan internasional
adalah urusan pemerintah sendiri: hanya
dengan melibatkan partisipasi masyarakat
pemerintah bisa memetik manfaat dari ke-
beradaan Indonesia di WTO.
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2 WTO adalah institusi yang mengatur per-
dagangan barang, jasa dan hal-hal lain terkait
perdagangan (misalnya Hak Kekayaan Intelek-
tual terkait Perdagangan atau TRIPS). Prinsip
dan peraturan umum mencakup pembukaan
akses pasar, perlakuan sama terhadap sesama
negara angpota dan anatara produk impor de-
ngan preduk serupa di dalam negeri, serta
transparansi peraturan. Tulisan ini tidak mem-
bahas berbagai kesepakatan tersebut secara rin-
ci. Untuk mengetahui segala aspek lentang
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WTOQ secara ringkas, lihat Direktorat Perdagangan
dan Perindustrian Multilateral, 2003, Sekilas WTO
{(World Trade Organization), Jakarta, Departemen
Lrar Negeri R1,

2 Tim nasional terakhir ditunjuk melalui Kepres
No. 16/2002 dan tata kerjanya tertuang dalam
keputusan Menperindag No.
527/MPP/KEP/7/2002 tanggal 5 Juli 2002.

4 Penulis adalah anggota Forum WTO,
SLiberalisasi pasar beras dianggap akan mele-
mahkan ketahanan pangan dan mengancam
penghidupan petani kecil. Karena itu peme-
rintah Indonesia merundingkan agar beras dike-
cualikan dari prinsip akses pasar pada perjan-
jlan mengenai pertanian (AoA). Penjelasan
lengkap lihat Saragih, 2003. “Kebijakan Sektor
Pertanian Menghadapi Liberalisasi Produk
Pertanian.”

¢ Ada pengalaman menarik mengenai hal ini.
Pada 1999-2000 ketika berdialog dengan bebe-
rapa anggota DPR RI, sempat terlontar gagasan
mengadakan pelatihan mengenai WTO. Tetapi
beberapa anggota “yang lebih peduli” menga-
takan bahwa anggota DPR tidak mau dianggap
tidak mengetahui perscalan, sehingga akan
menolak usulan pelatihan bagi mereka. Mereka
juga hampir tidak pernah memenuhi undangan
untuk menghadir lokakarya maupun seminar
yang seyopyanya dapat membuka wawasan
mereka. Jadi, kemauan belajar yang lemah di
kalangan pejabat dan DPR merupakan isu yang
sangat mendasar.

7 Disampaikan pada diskusi mengenai perkem-
bangan perundingan di WTQ, yang diadakan
oleh Forum WTQO dan Kadin, Jakarta 24 Agustus
2004; dihadiri oleh penulis.

8 5P atau produk khusus adalah usulan agar
produk pertanian yang terkait dengan upaya
pengembangan ketahanan pangan, pembangun-
an pedesaan dan pengentasan kemiskinan di
negara sedang berkembang dikecualikan dari
proses liberalisasi pasar lebih lanjut. Indonesia
baru mendaftarkan empat komodifi saja yaitu
padi, kedelai, jagung dan gula. S5M adalah
usulan mekanisme pengamanan khusus untuk
membatasi impor dengan menerapkan aturan
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tertentu secara sementara pada saat tertentu,
misalnya ketika menghadapi tingkat impor
yang tinggi dan harga yang turun secara tiba-
tba. Informasi lebih rinci lihat Saragih, 2003
ibid, dan Setiawan, B., 2003. "Modalitas AcA
dan Teks Harbinson: Cermin Tipu daya dan
Ketidakadilan Pertanian Global” Insttute for
Global Justice, Jakarta.
% Ketika meratifikasi WTQ, ada terjemahan
kesepakatan WTQ setebal 550 halaman, tetapi
sinkronisasi dan mutu terjernahan tidak baik
sehingga sulit dimengerti. Deplu saat ini tengah
memprakarasi terjemahan yang lebih kompre-
hensif dan mudah dimengerti,
10 Beberapa pejabat di Deplu dan Deperindag
beberapa kali mengatakan kepada omop, betapa
mereka merasa dibantu dengan protes dan pe-
tsi ornop, karena mereka punakan sebagai alat
untuk melegitimasi posisi mereka di WTO.
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